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YURIDIS PEMBAGIAN HARTA PERKAWINAN MENURUT PERSPEKTIF 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA. Skripsi. Fakultas Hukum. 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2018. 
  
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa 
harta bersama jika dilihat dari sistem hukum islam dan sistem hukum perdata dan 
untuk mengetahui cara bagaimana eksekusi dapat dilakukan atau tidak terhadap 
harta gono-gini atau harta perkawinan akibat perceraian tersebut. Metode 
pendekatan penelitian ini adalah metode pendekatan normatif. Metode 
pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau dari hukum 
Islam dan hukum perdata, yang pertama persamaan saat pengajuan gugatan harta 
bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta 
bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. Perbedaan 
pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta 
bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing ½ bagian antara suami dan 
isteri sama. Sedangkan menurut KUHPer pembagian dapat dilakukan atas bukti-
bukti yang diajukan oleh penggungat dan tergugat. Kedua, dasar pertimbangan 
hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada 
dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KUHPer berdasarkan 
pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti 
surat. Ketiga, gugatan harta bersama antara sesama muslim dapat diajukan di 
Pengadilan Negeri. Walaupun orang yang beragama Islam dalam pernikahannya 
melalui Pengadilan Agama telah diatur dalam KHI, termasuk dalam sengketa 
pembagian harta bersama perkawinan yang diatur pada Pasal 88. 
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REVIEW OF DISTRIBUTION OF MARRIAGE TREASURES ACCORDING TO 
ISLAMIC LAW AND CIVIL LAW PERSPECTIVES. Thesis. Faculty of Law. 
University of Muhammadiyah Surakarta. 2018. 
  
The purpose of this research is to know how to solve the dispute of 
common property when viewed from Islamic legal system and civil law system and 
to know the way how execution can be done or not to property gono-gini or 
marriage property due to the divorce. The method of this research approach is 
normative approach method. Methods of data collection through literature study. 
The result of the research shows that the division of joint property in marriage in 
terms of Islamic law and civil law, the first equation when filing a joint property 
lawsuit from the Religious Court and the District Court, that the division of joint 
property in marriage is done after the decision of divorce. Differences in the 
distribution of joint property according to KHI based on Article 97 joint property 
after divorce is divided equally, each ½ part between husband and wife alike. 
Meanwhile, according to KUHPer the division can be done on the evidence 
submitted by the grantor and the defendant. Second, the basis of the judge's 
consideration in deciding the case of sharing of joint property according to KHI 
there are two namely the basis of deliberation and justice. Judge consideration in 
deciding cases sharing of joint property according to the Criminal Code based on 
the proof is based on testimony of witnesses and proof of letter. Third, a joint 
treasure lawsuit between fellow Muslims may be filed in the District Court. 
Although the person who is Muslim in his / her marriage through the Religious 
Court has been arranged in the KHI, including in the dispute of the division of 
joint marital property set forth in Article 88. 
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